KABUPATEN SUKOHARIO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
J1. Jenderal Sudriman No.199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : ¢ >

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu proses administrasi Tim Verifikasi

Mengingat

o 1.

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
perlu membentuk Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409);



. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5188)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomr 5252) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);



10.

11

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3372);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 178);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
261);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun
2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 287);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Perumahan dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU

adalah membantu Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana

dan Utilitas Perumahan dalam:

a. menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada Tim
Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dalam melaksanakan rapat penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;

b. menyiapkan bahan rapat Tim Verifikasi Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan mengenai
penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;

c. menyusun notulen dalam setiap rapat yang dilaksanakan
oleh Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan;

d. menyiapkan konsep Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian
dan konsep Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana
dan Utilitas Perumahan;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Verifikasi
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim
Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan.



: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

pada Anggaran Pendapatan dan

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal (0 TAMUAR! 2032
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

KETIGA

Keputusan ini dibebankan

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
KEEMPAT

ditetapkan.

¥ WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1

Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia
di Jakarta;

. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa
Tengah di Semarang;

. Asisten Perekonomian dan

Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

Sekretariat Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor

- boO Sobg (dole

Tanggal : |0 TANUAE] p-Yarte P

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,

SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO. NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM DINAS DALAM
SEKRETARIAT
1 2 3 4

1. | ENDAH SETYOWATI, S.E. Ketua Mengoordinasi
NIP. 19821101 200801 2 005 seluruh kegiatan
Pengadministrasi Umum pada
Bidang Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo

2. | ARIF BASUKI Anggota Bertanggung
NIP. 19820620 200801 1 007 jawab sesuai
Pelaksana Pemelihara Sarana dan bidang tugasnya
Prasarana pada Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo

3. | YOSEP HARTANTO, S.E. Anggota Bertanggung
NIP. 19700928 200701 1 010 jawab sesuai
Fungsional Pengelola Pengendalian bidang tugasnya
Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan pada Bidang
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukoharjo

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO
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